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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

       Advokasi yang dilakukan KPPI kota Bandung tentang keterwakilan perempuan 

di DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, dapat disimpulkan memberikan 

dampak positif pada peningkatan kesadaran pentingnya ketewakilan perempuan di 

DPRD Kota Bandung. Namun dari sisi jumlah, target keterwakilan perempuan oleh 

KPPI tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut, tidak semata-mata 

merupakan kegagalan KPPI, namun dapat dilihat berdasarkan enam tahapan 

advokasi Jhon Hopkins Univesity menunjukkan bahwa:   

1. Analisis 

       Kegiatan analisis dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dilakukan KPPI 

dengan maksimal. Analisis diawali dengan identifikasi faktor-faktor penghambat 

keterpilihan perempuan, kemudian memahami isu kebijakan keterwakilan 

perempuan melalui beberapa undang-undang dan peraturan komisi pemilihan 

umum, serta mengidentifikasi aktor yang terkait sekaligus peranan masing-masing.  

2. Strategi 

       Strategi menjadi langkah awal perencanaan kegiatan advokasi, namun tahapan 

ini tidak berlangsung dengan baik dan maksimal, karena perencanaan strategi dan 

pembentukan kelompok kerja tidak spesific, measurable, appropriate, realistic, 
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timbound ( SMART ) sebagaimana model advokasi Jhon Hopkin menyatakan 

bahwa strategi harus SMART. Ditambah lagi KPPI tidak mempunyai sumber daya 

finansial dalam melakukan serangkaian strategi, sehingga murni hanya 

memanfaatkan anggaran dari pemerintan atau penyertaan anggaran.  

3. Mobilisasi 

       Tahapan ini berlangsung dengan beberapa kegiatan yang dikhususkan untuk 

mempengaruhi publik untuk menambah dukungan. Akan tetapi tindakan mobilisasi 

ini tidak begitu masif dan maksimal, mengingat pemanfaatan media kurang 

dimaksimalkan, ditambah lagi sumber daya finansial yang sangat terbatas, karena 

KPPI tidak memiliki anggaran ataupun pemasukan secara berkala. Kemudian KPPI 

tidak memiliki dokumen rencana aksi untuk menyesuaikan keberlangsungan 

kegiatan dan tujuan advokasi. Disamping itu, pengarahan koalisi mengalami 

banyak kendala sehingga berimplikasi pada kinerja koalisi yang tidak satu 

komando. 

4. Aksi 

       KPPI telah melakukan aksi advokasi melalui sosialisasi pentingnya 

keterwakilan perempuan kepada masyarakat, pendidikan politik bagi kader-kader 

perempuan partai yang tergabung dalam KPPI, pembagian leaflet kepada 

masyarakat umum, mediasi dengan partai  politik dan komisi pemilihan umum, 

kampanye melalui media massa dan media sosial, serta melakukan workshop 

evaluasi dan peningkatkan keterwakilan perempuan oleh KPPI Jawa Barat bekerja 

sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.  
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5. Evaluasi 

       Tahapan evaluasi merupakan langkah penilaian KPPI terhadap seluruh 

kegiatan advokasi yang telah dilakukan. KPPI pun nyatanya belum melakukan 

tahapan evaluasi ini karena hanya melakukan komparasi hasil dengan target awal 

saja. Hal ini tidak memenuhi indikator evaluasi advokasi Jhon Hopkins University, 

yakni harus menampilkan indikator evaluasi, mengevaluasi kegiatan secara 

komprehensif, membandingkan hasil dengan rencana awal advokasi, serta 

melakukan penyesuaian strategi sebagai bentuk hasil evaluasi advokasi yang dapat 

digunakan untuk keberlanjutan advokasi berikutnya.  

6. Kesinambungan  

       Kaukus Perempuan Politik Indonesia memiliki konsensus atau komitmen 

untuk melakukan advokasi guna mendukung peningkatan keterwakilan perempuan 

pada pemilihan umum 2024. Akan tetapi konsensus ini belum dapat dikatakan 

bahwa KPPI telah melaksanakan tahapan kesinambungan, karena masih belum 

memenuhi komponen kesinambungan advokasi Jhon Hopkin University. Karena 

KPPI belum melakukan penyesuaian strategi sehingga tidak memiliki rencana 

advoksi mendatang. Kemudian KPPI belum meninjau strategi dan tindakan aksi 

sebelumnya serta mengidentifikasi tindakan lain yang dapat dan akan dilakukan.  
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6.2 Rekomendasi  

       Berdasarkan temuan dalam proses advokasi KPPI, peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini digunakan sebagai alternatif perbaikan 

advokasi keterwakilan perempuan yang dilakukan KPPI kota Bandung. Disamping 

itu, juga kepada partai politik, komisi pemilihan umum, serta anggota legislatif 

perempuan kota Bandung. Sehingga pada periode 2024-2029, tingkat keterwakilan 

perempuan di legislatif meningkat dari periode 2019-2024, atau bahkan dapat 

mencapai 30 %. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Analisis advokasi dilakukan secara kohesif dengan para pemangku 

kepentingan. Tindakan analisis dapat dilakukan dengan perencanaan 

terstruktur di internal KPPI, kemudian kolaborasi dengan kelompok terkait. 

Komponen analisis juga tidak hanya menyangkut faktor-faktor penyebab, 

akan tetapi harus menganalisa kebijakan terbaru, dan kemungkinan 

kebijakan tersebut dapat direvisi.  Disamping itu, Kaukus Perempuan Politik 

indonesia perlu mendayagunakan keberadaan anggota legislatif perempuan 

terpilih, untuk mendukung keberlangsungan analisis secara mendalam. 

2. Strategi advokasi harus direncanakan secara komprehensif dengan 

kelompok terkait. KPPI pun harus membuat master plan advokasi yang 

didasarkan pada hasil analisis awal secara SMART. Strategi dapat dilakukan 

dengan koordinasi dan kolaborasi pengurus. Kemudian, Kaukus Perempuan 

Politik Indonesia kota Bandung perlu meningkatkan sumber daya finansial 

dengan memanfaatkan media sosial sebagai instrumen pendapatan. Selain 

itu, KPPI perlu mengadakan iuran wajib organisasi, mengajukan proposal 
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anggaran kepada KPPI pusat, ataupun pemerintah kota Bandung. Sehingga 

proses perencanaan dapat berlangsung dengan adanya dukungan finansial.  

3. Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung perlu meningkatkan 

intensitas aksi dan mobilisasi advokasi melalui media sosial. Kampanye 

poster, ajakan, opini, dan artikel dapat diinput sebagai konten aksi dan 

mobilisasi advokasi. Kanal twitter, facebook, youtube, dan instagram dapat 

digunakan sebagai media penyebaran konten. KPPI juga harus mengajak 

kelompok partisipan/organisasi perempuan di kota Bandung atau organisasi 

yang cenderung mendukung kesetaraan gender dalam politik.  Kemudian 

Kaukus Perempuan Politik Indonesia kota Bandung perlu memperkuat 

soliditas koalisi advokasi guna mendukung mobilisasi dan aksi advokasi. 

Soliditas ini dapat diwujudkan dengan dukungan finansial yang memadai, 

pengarahan secara jelas dan terstruktur, terutama komunikasi persuasif 

harus berlangsung dari KPPI.  

4. Untuk meningkatkan aksi secara maksimal. Aksi advokasi dapat dilakukan 

dengan cara litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara simultan dengan aksi-

aksi sebelumnya, yakni pelatihan kepemimpinan, sosialisasi kepada 

masyarakat, edukasi politik. KPPI juga harus secara masif melakukan aksi 

bantuan kepada masyarakat sembari melakukan edukasi politik. Aksi 

bantuan ini dapat ditopang oleh anggota legislatif perempuan yang terpilih.  

Partai politik harus mendukung dan membantu calon pada kampanye di 

daerah pemilihan, kampanye lewat kanal media sosial, dan ikut serta 

membantu finansial calon legislatif pada proses kampanye.   
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5. KPPI perlu menetapkan indikator-indikator evaluasi advokasi secara 

menyeluruh, sebagai instrumen pengukur keberhasilan advokasi. Indikator-

indikator tersebut disusun secara bersama-sama dengan koalisi berdasarkan 

langkah-langkah advokasi yang dilakukan. Penetapan indikator dilakukan 

secara bersama-sama dengan kelompok kerja advokasi melalui 

rapat/pertemuan evaluasi advokasi.  

6. KPPI harus mengadakan pertemuan/workshop, dengan mengundang 

kelompok partai dan pemerintah daerah kota Bandung. Pertemuan ini 

bertujuan guna membahas keberlangsungan advokasi berikutnya, dengan 

membuat rencana aksi advokasi mendatang. Rencana aksi tersebut harus 

didasarkan pada hasil evaluasi sebelumnya, dengan penyesuaian strategi 

advokasi dan identifikasi alternatif tindakan advokasi yang berbeda dengan 

sebelumnya.  
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